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Tolak Kléim Pemerintah China

DPR Dukung Pemerintah
Terkait Perairan Natuna

“Pemerintah Indonesia tak
boleh membuka rugng Kom-
promi terkait kedaulatan MKRL
Berdasarkan Pasal 4 Undang-
Undang Momor 5 Tahun 19583,
Indonssia memiliki fzk untuk
shaplorzsi dan sksploias e ka-
wasan fona Ekomormi Ekslusif
{ZEE). Pelayaran dan penerban-
gan internasienal bebas dilaku-

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengapresiasi sikap
tegas pemerintah menolak klaim sepihak Pemerintah China
terkait garis Imaginer nine dash line (sembilan garis putus-
putus) yang tak memiliki dasar hukum internasional.

MEMNURUTNYA, pemerintah
1ak perlu lagi melakukan perun-
dingan mengenai persoalan
tersehut, karens wilayah laul

Matuna sudzh dipertegas dalam
Konvensi Persagiugn-Bangsz Ba-
ngsa (PBE) tentang Hukum Laut
alau UNCLOS 1782

PATUNG SOEKARNG: Pekerja memasang pawung Pres<den pertama sekaligus Proklamator Kemerdekaan
Reputrik Indonesa Soekarna g Taman Gor d: Palu, Sulawesi Tengah, kemarmn, Patung berbahan lembaga
setngg delapan meter tersebut didirikan de lokas: kedatangan dan pidato Soekarno di Kota Palu pada
tahwn 1857 Keberadaan tempal dan palung yang diben nama sebagal Monumen Mubara Bangsa lersebu
dihatapkan memperkual rasa nasionalisme serla menjadi salah saly skon wisata daerah tersebul.
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far prka sesudl dengan hukoum
internasiona | yang berlaku, " tegas
Aziz di gedung DPR, Kampleks
Parlemen, Jakarta kemarin.

Azis menamhbahkan, negara
lain diperzolehkan mangeks-
plorasi dan mengahksploitasi
sumber_daya alam di kawasan
ZEE, dengan syarat hal tersebut
dilakukan setelah’meminta izin
Pemerintan Indonesia, Tarlebih,
fanjut dia, Keputusan Pengadilan
Arhitrase Permanen alau Far
manent Cawrt of Arbitration
di Den Haag, Belanda mangu-
gurkan atau menofak klaim
sepihgk Pemerintzh China atas
keberadaan adne dash kine pada
12 Juli 20146,

“Indonesia tak mermilike ump-
ang-tindih batas internazicnal
apapun dengan China. Mereka
harus mengharmati hukum in-
ternasional yang herlaky demi
menjaga stabilitas wilayah, baik
di wilayah ASEAMN maupun di
Indo-Pacific secara keseluruhn,
Kami berharap, persoalan Laut
China Selatan segera tersale-
saikan malalui instrumen kerja
adimd I!"I,Er!"rll,lﬂ."rll HEH[ -'.dk me-
nimbulkan instabilitas wilayah,”
ujar politisi Fartai Golkar ini.

Lebih lznjut, Azis mengatzkan,
Laut Ching Sefatan marupakan
wilayah yang sangat stralegis da-
lzm jalur perdagangan, karena
menghubungan keselurufan wi-
Inyah Indo-Facitic. Honwva dengan
kerja sama yang baik dan rasa
saling menghormati, stabilitas
regioatal i Raswasan Tido-Pacadic

akan tercipla dan stabilitas terse-
but t2lsh menjadikan wilayah
Indo-Pacific schaga perumbohan
ekonomi tertinggi.

"Perairan Matuna merupa-
kan wilayah stratggis untuk
k":‘d“'ld'"d-" :"-,':'Eiﬂl'l{-ll |r'|.'|f||'l":'5la
dalam menangkal segala hen-
tuk ancaman traditional {tradi-
tional threat) dan juga ancaman
nan-traditionzl (non-traditicnal
threat), seperti penyelundupan
kol terorisme. illegal fish-
ing dan sebagainya. Karenanya,
pemerintah harus terus mem-
perkuat keamanan nasional di
dekat Laut China 52latan baik
dari sisi infrastuklur keamanan
maugun militer,” harap dia,

Sebelumnya, Menteri Luar
Megeri (Menlu) Retno Marsudi
mengatakan, Indonesia meno-
lak negoziasi atas klaim China
lerbadap laut China Selalan
Mentars Retnn menagaskan, po-
sisi Indenesia di wilayah perairan
terselut kensisten berdasarkan
norma internasicnal yang ter-
twang dalam Konvensi Hukum
Laul FBE zlau UNCLOS tahun
1942,

“Indanesia tak memiliki klaim
wang tumpang tindih dengan
China, sehingga tidak relevan
untuk melzkukan dizlog tentang
hatas ki’.:'ITl-;-IrI'.I-'!'I;'I:" I'I‘IErIEI:'rIEII
pembatasan. 0 Laut China Se-
latan, Indonesia memihiki klaim
tumpang tindih (terkait) perba
tazan maritim hanya dengan
Malaysia dan Wietnam,” kata
Retno, mon



